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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUM 2011
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitag dan transparansi
dalam pelaksanaan pengadaan barangfasa di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar beralan secara efektif dan
efisien, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi
Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Undanmg-Undang Nomor 11 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 {entang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1850 Nomer 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai
Ibukota Megara Keésatuan Republik Indonesia (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor § Tahun 1999 tentang Larangan Praklek
Monepoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
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Undarg-Undarg Nameor 2B Tahun 19399 tentang Pznvelenggara
Megara yang Eersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1399 Nomor 75,
Tambahzan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3851,
Undarg-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 200<¢ Nuimom
‘25, Tambahan Lembaran Ncgaro Ropublik Indosesia Momor
4437) sebagamzna telah diukah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedaa
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tamtahan Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Intormasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negars Repablik Indonesia Tahun
2008 Nomar 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia
Homor 4343),

Peraturan Pemernntah Nomor 8 Tahun 2008 lentany Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daemah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2003 Nomor 20, Tambdahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Ncmor 4609) sebagaimana telah dichah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tshun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pzmerintah Nomor 6 Tahun Z006 tentang
Pengelolaan Bararg Milik Negara/Daerah (Lembarzn Negara
Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negata Republik Inconesia Momor 4655);

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 20C7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Prcvinsi dan Pemerintanan Daerah Kabupatenf<ola (Lemoaran
Neyara Republih Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 47377,

Peraturan Mresiden Nomor 06 Tahun 2007 lemang Lembaga
Kebijakan Fengadaan Barang/Jasa Pemenntah;

Peraturan Presicen Momor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Bamang/Jasa Pemenntah sebajamana telah dubah beberapa kali,
erakhin dengan Pematuran Presiden Nomor 70 Tehun 2072 tentarg
Mewbahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
'entang Pangadaan Bamang/Jasa Pamaninta;

Peialuran Menleri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2007 tertarg
Medoman Teknis Mengelclaen Barang Milik Dacrah;

Peraturan Daerah Frovinsl Jawa Barat Nomor € Tahun 2008 lemarg
Pengelolaan Barang Millk Caerah (Lembaran Dagrah Frovinsi .awa
Barat Tahun 2008 Nomer 5 Sen E, Tambahan Lembaran Dacrch
Provinel Jawa Barat Momor 42) sebagaimana telah diubah dengzn
Paraturan Naerrah Fravinsi .awa Barat Namear £ Tahun 2010 tentarng
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
Tahun Z00B teniang Pengelolan Barang Milik Daerah {Lembaran
Dazrah Previrsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Sen E, Tambahan
Lembaran Daeran Frovinsi Jawa Baral Nomor /3);
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18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Momor 9 Seri D. Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46},

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun Z008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 35
Seri E);

21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Momor
6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

Instruksi  Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG UNIT

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomeor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2011 Nomor 1 Seri E), sebagai benkut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9, 20 dan angka 22, diubah sebagai berikut
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Unit Layanan Pengadaan adalah unit Organisasi
Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau
melekat pada unit yang ada.
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20.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang/jasa.

22 Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukli
pengakuan dari Pemerintah atas kKompetensi dan kemampuan
profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

2. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 22 ditambah angka 22a, sebagai
berikut :

22a. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan adalah pegawai-
pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa Pemerintah yang ditetapkan oleh Gubernur, yang
bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah,

3. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah
untuk seluruh OPD, dengan nilai :

a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksijasa lainnya, di atas
Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah); dan

b. pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), diubah sebagai berikut :
(1) Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan, terdiri atas:
a Kepala;
b. Sekretariat. dan
e. Kelompok Kerja.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf e, f dan huruf g, diubah sebagai
berikut
e. fasilitasi koordinasi pengalokasian sumberdaya manusia dan
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
f. penerimaan daftar paket pekerjaan/kegiatan yang akan dilelang dari
seluruh OPD, dengan nilai
1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksifjasa lainnya, di alas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
2. pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp. 50.000.000- (lima
puluh juta rupiah); dan
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g. pemilahan dan pendistribusian paket pekerjaan/kegiatan kepada
Kelompok Kerja berdasarkan jenis pengadaan barang/jasa.

6. Ketentuan Pasal 13 dihapus,

7. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut :

Pasal 17

Proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Unit Layanan
Pengadaan, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut
perubahannya.

8. Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi, Hubungan Kerja serta
Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang
tercantum dalam Lampiran I, Il dan lll. diubah sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran |, Il dan lll, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 COsteber 201¢

RIS DAERAH PROVINSI

r. Ir. H, é’{ LAKSAMANA, Dipl, HE
“1’i~ ~Pemmbina Utama
- b 9521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 3" SERI ©



LAMPIRAN | : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 1 51 Talan 2012

TANGGAL : 45 Ckteser 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA
BARAT,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT

OPD KEPALA

R et

3 Anggota Sekretariat

[arm— Kom{l’wﬁ}.m]

Seksi Seksi Seksi
Pelayanan Umum/Kepeg/Keuangan Infermasi & Pengaduan

Keterangan
Garis Kemando
——————————— . Garis Fungsional




LAMPIRAN Il : PERATURAN GLUIBERNUR JAWA BARAT

: 51 Talun 2012

T 15 Oktewer 2012
PERUBAHAN

ATAS  PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG
PENGADAAN
PEMERINTAH

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

BARAT.
HUBUNGAN KERJA
OPD SEKRETARIAT ULP
1, Membuat dan 1 Menerima gdafar paket

menyampaikan daftar paket pekerjaanfkegiatan yang
pekerjaan/kegiatan yang akan diproses. melalui

akan diproses melahsl metode pemilhan pemyesdia

pemilinan panyed: [ :: glasa dengan nilal
baramgfjasa dengan nilai - & perpedesn birsag/

& pengadaan batang/ pikedqaan kanstrukss
pekenaan kanstruksy jasa landya, & atas Rp.
jmsa lainmya. di atas Rp. 200.000.000.-.

b pengadaan jasa kensultansi, < atas Rp.
konsuRangl, di gtas Rp, $0.000,000,-.
i Berikut dokumen

berikut Dokumnen administrasl,  teknis  dan

Administrasi, Teknis dan HPS  seria  rancangan

HPS kepada Sekretanai kontrak dari OPD

s 2 Memilah dan

2. Menandatangan: surat mendistribusian paket
penunjukan penyeda [

barang/jasa dan sural kepada Pokja berdasarkan

perjanjian/Kentrak dengan jenis pengadaan

peryed a baranglase barangjasa.

T e e 2 vorersas v

: dmindstratif iogistik k
Pokja.
& Menyampaikan hasil proses
pengadaan barangijasa dan

data pendukung kepada
OPD.

UNIT LAYANAN

BARANG/ JASA
PROVINSI JAWA

KELOMPOK
KERJA/PANITIA
PENGADAAN

1. Melakukan prosas pemiihan
panyedia barangjasa
sesual Parpres No.54 tahun
2010 beserta
perubahannya

2. Menyamgp hasil p
pengadaan barangfjasa dan
" B

OPD kepada OPD melaiu
Seikretariat ULP




MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA

OPD i
___Unit Layanan Pe
PA | __KPAPIPK S ws/Moordinator Kelompok Keja Penyedia Barang/Jasa |
| Menyusun
peErencanaan
' _péngadaan barang/
834 dan menetapkan
| Pakat-paket
pekenaan, disertal
dengan Dokurnen )
Administrasi, Teknis ' Menerima Pake -
Paichonan dan KPS paket yang akan 1
Pangsdasr . doproses melalui | "
Nargdess | metode pemiinas Menyusun Jadwal
Dengan - pe a2 peiaksanaan dan
‘ St v 1) mm:um disans | | metode Permilihan
- ' dengan Dokurmen barang/asa

yang akan digrosas Adminstrasi, Teknis Gan Dokumer
, mealu metods i 5 i

pemiiinan panyedia
‘ barangijasa, disertai

dengan Dokurmnen

Administrasi, Teknis

i dan HPS

han?

Ya

Mengirim
Sanggahan _

v

E
5




BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor ...21.... Tahun2012 SeriE Nomor .21 .

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :51 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor ......21......_. Tahun 2012
SeriE

Tanggal1é Okteber 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Pembina Utama
NIP. 19521018 197811 1 001.



